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AKHIR TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA

WALI NAGARI TAMBANG,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari scbagai
wujut dari pengelolaan keuangan MNagari dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2021 yang disusun sesuai dengan  kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Nagari perlu dipertanggung
jawabkan pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan
Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Nagari) Tahun
Anggaran 2021;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25 ), Jis Undang-
Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) jo Undang-
Undang Republik Indonesia Tahun 1958 MNomor 108

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahyy
7007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan gny,
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Pemerintah,  Pemerintahan Daerah Provinsi  dan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota [ Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4737 |;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
entang Pemerininhan Dacmh | Lembaran Negara Republik
Indonesin Tohun 2014 Nomaor 244, ‘fambahan Lembaran
Megara Republilk lndonesia Momor 5587 | schagaimana telah
bebernpan kol divbah  temkhic dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 lentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang  MNomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Dacrmb | Lembaran  Wegara  Republik

Indonezia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Ecpublik Indonesla Nomor 5679 );

Undang-Undang Megara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa | Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5495 |;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor & Tahun 2014 Tentang Desa |
Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3539 ), scbagaimana telah divbah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2717 ),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Delanja MNegara | Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3558 ),
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia MNomor 22 Tahun 2015, Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 [ Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694 |;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2018 Tentang Kecamatan | Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2018 Momor 73 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan
Desa [ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091 )

Peraturan Menteri Dalam Meper Republik Indonesia

3!
114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangung T;ni
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Heritn Neparm Republik Indonesia Tahoun 2004 Nomaor 2094),

Peratiimm Menterd Dol Nepgerd Republik indonesin Nomor
I Tahun 2006 Tentang Penpgelolann Aset Desa [ Berita
Megirn Republik Indonesin Talwin 2006 Nomar 53 )5

Peraturan Mentest Dalom Megerl Hepubillle Indonesia Nomaor
44 Tabwin 2000 Tentang Kewennngnn Desa | Berita Negara
Repalslik bdoresio Tadwi A0EG Nomer 1037 |,

Peratumn Menterl Dolams Negerl Bepuldik Tndonesia Nomor
20 Tahuin 2008 Tentong, Pengelolnan Keuangan Desa [ Berita
Mepirs Bepublit Indonesis Tl 2018 Nomor G111 ]

Peratumn Menterd 1esa, Pembanpgunan Daerah Tentinggal
dan Tmnamigms Rep2ullik indoneaia Nomor 2 Tahun 20135
Tentang Pedoman Tata Teetil dan Mckanisme Pengambilan
keputusan  Musyawnrah Desa | Oerita Megara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor T Tahun 2020
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menlesi Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indenesia Momor 11 Tahun 2019 tentang Priortas
Pengeunazan Dana Desa Tahun 20200

Peraturan Menterl Keuangan Nomor @ 205/PME 07 /2019
tentang Pengelotaan Dana Desag

Peraturan Daerah Kabopaten Pesisiv Selatan 9 Tahun 2008
Tentang Pokok-Pokele Pengelolaan Keuangan Daerab;

Peraturan Bupatl Pesisir Selatan Nemor 27 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang |/ Jasa yang
Pembiayaannya Bersumber dari Angparan Pendapatan dan
Belanja Wagarl | Berita Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan
Tahun 2015 Nomor 27 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pesislr Selatan Nomor 2
Tentang Nagar, | Lembaran Deerah Kabupaten Pesisic
Selatan Tahun 2016 Nomor 02 |;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Momor 8 Tahun 2016
Tentang  Sistem  dan Prosedur  Pengelolaan Aset
Pemerintahan Magan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan [ Berita Dacrgh Kabupaten Pesisic Selatan
Tahun 2016 Nomor |;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6% Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagas | Berig
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2§

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun ggy-
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Tr_n_mu;} T;llfl Cara Pedirian dan Prnpelolaan Dadan Usahn
T'v:'llllk Nagari ( Berita Daemh Kabupaten Prsisir Selatan
Tahun 2017 Nomaor .

R -
i_*"f-'"IIl‘Hll Bupati Pesisir Selatan Nomaor 206 Fahun 20007
'I_rn'rnru: Radan Permmusvawaratan Maganrl | Herite Doerah
kabupaten Pesisir selatan Tahun 2017 Nomaor Serl I

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Fnhon 2019
Tentang Penghasilan Fetap doan Tunjangan Wali Mapari,
Perangknt - Noagii  serta Muninngan Kehormatan  Placdan
Permusvawamtan Nagari;

Peratuman Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020
rentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran
2021,

Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 3 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara
Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir
Sclatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomeor ... Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah setiap Nagan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2021,

Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2019 tentang
Kencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun
2019 - 2024,

Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2020 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;

Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang
Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Nagari,

Peraturan Nagari Tambang Nomor 04 Tahun 2021 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Nagari Tambang Nomor ()8
Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagay
Tahun 2021;
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Menctapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG LAPORAN REALISASI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2021,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan perincian

Sct}agni h(‘r'i'!ﬂll .

Ne| URAIAN NILAI .
O e LR RO

1. | Pendapatan Nagari Rp. 1.486.975.308,00.-
[ e
| :

2. | Belanja Nagan Rp. 1.480.844.614,00.-

e b

" a. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari | Rp. 617.646.014,00.-

b, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp. 399.001.400,00.-
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 76.551.700,00.-
' d.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 171.568.000,00.-

|

| .

€. | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan | Rp. 216.077.500,00.-
I

' Mendesak Nagari

"Jumlah Belanja Rp. 1.480.844.614,00 -

—|[ Surplus / (Defisit) Rp. 6.130.694,00.-

3. t Fer|nbiayaan Nagari Rp. 82.171.433,88.-

a. _Pt:nf:rimaan Pembiayaan Rp. 82.171.433,88.-

b. | Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0.-

4. | Silpa/ silpa Tahun Berjalan Rp. 88.302.127,88.-
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belgn_i,a
Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
Peraturan Nagari ini yang terdiri dari;

a. Lampiran] - Laporan Keuangan,;
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Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31

b. Lampiranll
Desember Tahun Anggaran 2021,
c. Lampiran 11 Da}l‘tar Program scktoral, program dacrah dan program
lainnya yang masuk ke Nagari.
Pasal 3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak

Lampiran _ ol SU
an dari Peraturan Nagani ini @

terpisahk
Pasal 4

Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
am Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Nagari ini dal

Ditetapkan di : TAMBANG
Pada T . 06 JANUARI 2022

WALI NAGARI TAMBANG

Diundangkandi : TAMBANG
pada tanggal . 06 JANUARI 2022

SEKRETARIS NAGARI TAMBANG

FEVI DIA SARI

Dipindai dengan CamScanner



